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Abstract 

 
This thesis discusses the history of gemeente Probolinggo in 1918-1942. The 

problems in this thesis are (1) the reasons why the Dutch East Indies government 

made Probolinggo a gemeente (2) how was the process of forming gemeente 

Probolinggo (3) What was the impact of the determination of gemeente on the socio-

economic status of Probolinggo. The theory used is public policy theory with a social 

sociology approach and the method used is the historical method. The factors that 

made Probolinggo a gemeente by the Dutch East Indies were the strategic location of 

Probolinggo surrounded by sugar factories, tobacco plantations, coffee and ports. 

Probolinggo got gemeente status on July 1, 1918 (based on Staatsblad  van Nederland 

Indies 322-1918). The impact of the determination of the Probolinggo gemeente is 

the development of infrastructure facilities that occur in Probolinggo. the 

development of infrastructure facilities, among others, such as the development of car 

and bus transportation. In terms of education also experienced developments, namely 

initially in Probolinggo there were only two schools then in 1929-1930 in 

Probolinggo there were 7 schools. From the socio-economic point of view, the 

majority of the population of Probolinggo are Javanese and Madurese, while the 

Madurese migrated  to Probolinggo due to the opening of plantations by the Dutch 

East Indies government. 
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PENDAHULUAN 

Desentralisasi merupakan suatu kebijakan menyerahkan atau pengalihan 

tanggung jawab kewenangan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah. PemerintahiBelanda mengeluarkan isebuah undang-undang iStaatsblad 1903 

No 329. Undang-undang ini menambah dasar peraturan iketatanegaraan Hindia 

Belanda. Pasal-pasal 123, 124, 125 Indische Staatregeling iyang kemudian menjadi 

dasar dari pemberian isuatu ihak iotonomi ikepada setiap daerah untuk menyusun 

anggaran dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan dari daerah tersebut. Selain untuk 

menyusun anggaran, undang-undang tersebut juga menjadi landasan hukum untuk 

imembentuk dewan-dewan di suatu daerah tersebut. Berdasarkan undang-undang idan 

iaturan tersebut maka kota-kota yang telah memenuhi isyarat diubah statusnya 

imenjadi kota iotonom iyang imemiliki pemerintahan sendiri. Kota-kota tersebut 

kemudian dijadikan isebagai gemeente (Basundoro, 2012) 

Belanda mengeluarkan kebijakan desentralisasi ikarena ada pemikiran-

pemikiran etis (politik balas budi)iyang muncul ipada itahun i1893 yang 

mengharuskan mendorong pemerintah Belanda agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai irasa tanggung ijawabnya iterhadap iIndonesia 

karena telah menjajahnya. Pada itahun i1893 tokoh ipolitik idari iBelanda iyaitu iVan 

Kol melakukan kritik karena kehidupan masyarakat iIndonesia iyang imengalami 

kemerosotan ketika dijajah ioleh iBelanda, sedangkan ikritik idari iVan iDeventer 

tertuang ilewat tulisaniyang berjudul “Hutang iKehormatan” ipada itahun i1899. Van 

iDeventer mengemukakan itentang keuntungan iyang diperoleh oleh pemerintah 

Belanda selama imenjajah Indonesia. iVan Deventer ijuga imempunyai pendapat 

bahwa Belanda itelah imelakukan suatu eksploitasi hasil ibumi idi iIndonesia dan 

iuang idari hasil eksploitasi tersebut harus dikembalikan kepada rakyat Indonesia 

karena iitu merupakan hutang yang iharus dibayar. Akibat dari adanya kritik-kritik 

tersebut, akhirnya pada tahun 1901 mendorong Ratu Belanda iuntuk melakukan 

pidato tentang spirit etis. Maksud idari pidato tersebut yaitu Belanda iakan 

melakukan kewajiban dan tanggung ijawab moral terhadap irakyat Indonesia. Dengan 
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adanya pidato tersebut, berarti ipolitik ietis sudah dimulai. Dengan demikian, Belanda 

agar melakukan perubahan bagi tanah jajahannya yaitu harus lebih mengutamakan 

kepentingan rakyat Indonesia (Ricklefs, 2002). 

Secara umum, pemerintahan Belanda melakukan kebijakan desentralisasi ini 

pada pada tahun 1903. Tujuan idari idesentralisasi ini iuntuk mengatur keuangan dan 

pajak. Dilakukannya Kebijakan ini dilakukan karena keterkaitannya idengan sistem 

liberal yang terjadi di Indonesia. Sistem liberal ini disebabkankakarena urusan-urusan 

dari pemerintahan yang berada idi daerah-daerah pada iabad i19 semakin komplek 

dan tidak bisa ditangani lagi oleh pemerintahan Hindia Belanda yang berada di 

Batavia. Kepentingan dari Belanda yang begitu meningkat di daerah-daerah seperti 

pabrik-pabrikimulaiitumbuh dan banyakisekali perkembangan, maka dibutuhkannya 

fasilitas-fasilitasidi idaerah seperti kereta api dan iPelabuhan (Yoki, 2010). 

Pemerintah Belanda imenetapkan gemeenteiProbolinggo ipada itanggal i1 Juli 

1918. Penetapan gemeente oleh pemerintah Belanda tersebut iberdasarkan lembaran 

negara (Staatsblad 322-1918). Pemberian status gemeente tersebut karena 

Probolinggo dianggap memiliki kawasan yang strategis pada waktu itu. Probolinggo 

yang dilalui oleh jalan raya pos yang menghubungkan dengan kota-kota di pantai 

utara Jawa mulai dari Anyer sampai Panarukan, oleh karena itu Probolinggo 

merupakan wilayah titik temu yang penting. Probolinggo juga dikelilingi oleh pabrik 

gula, perkebunan tembakau, perkebunan kopi, dan terdapat Pelabuhan yang 

menampung dan mengirim hasil-hasil dari perusahaan tersebut (Nasution, 2006). 

Tulisan ini bertujuan untuk (1) Untuk imengetahui ilatar ibelakang iBelanda 

menjadikan Probolinggo sebagai gemeente (2) Untuk mengetahui perkembangan 

gemeente Probolinggo, dan (3) Mengetahui dampak yang diperoleh atau yang 

dirasakan oleh masyarakat Probolinggo sejak probolinggo ditetapkan gemeente oleh 

pemerintah Belanda. Adapun manfaat tulisan ini yaitu (1) Untuk pengembangan ilmu 

sejarah itu sendiri yaitu dapat memperkaya jenis-jenis ipenulisan sejarah, tidak hanya 

sejarah tentang politik, ekonomi namun ijuga ada isejarah itentang perkotaan (2) 

Untuk mengetahui perkembangan gemeente Probolinggo (3) Mengetahui dampak 
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yang diperoleh atau yang dirasakan oleh masyarakat Probolinggo sejak probolinggo 

ditetapkan gemeente oleh pemerintah Belanda. 

Ruang lingkup tulisan ini terdiri dari ruang lingkup spasial, temporal, dan 

kajian (perspektif). Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah wilayah Kota 

Probolinggo. Ruang ilingkup temporal ipada penelitian ini yaitu ipada tahun 1918 

sampai dengan tahun 1942. Tahun 1918 imerupakan awal pemerintahan Belanda 

imenetapkan Probolinggo sebagai gemeente berdasarkan Undang-Undang yang 

dikeluarkan oleh Belanda (Staatsblad i322-1918). Tahun 1942 merupakan 

berahkhirnya pemerintahan gemeenteidiseluruh iIndonesia, karena pada waktu itu 

Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda. Dengan demikian, semua pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah iBelanda terhenti. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam ipenelitian isangat idiperlukan isuatu metode isejarah idalam 

ipenulisannya. Maksud idari imetode isejarah iyaitu iproses yang imenguji idan 

imenganalisis secara kritis irekaman idan ipeninggalan ipada masa ilampau. iDengan 

menggunakan metode isejarah idan ihistoriografi ipara peneliti iberusaha iuntuk 

merekonstruksi masa lampau manusia. Dalam ipenulisan iini peneliti menggunakan 

metode isejarah iyang terdiri idari iempat itahap iyaitu: heuristik (pengumpulan 

sumber), ikritik, iintepretasi dan ihistoriografi (Gottschalk, 1987). 

Tahapan ipertama iyaitu iheuristik (pengumpulan isumber) imerupakan suatu 

kegiatan iatau iusaha iyang idilakukan untuk mencari idan imengumpulkan isumber-

sumber isejarah iyang ididapat imelalui sumber iprimer iataupun isekunder. 

Tahapan iyang ikedua iadalah ikritik sumber, idalam ikajian iini, tujuan idari 

kritik isumber iyaitu iuntuk memperoleh otentitas (keaslian) idan ikredibilitas (tingkat 

kebenaran) isumber. Alasan dilakukannya kritik isumber iini, karena tidak semua 

sumber iyang idiperoleh idapat idigunakan sebagai isumber idari sejarah. Kritik 

isumber dibagi imenjadi idua iyaitu ikritik iekstern dan ikritik intern. Kritik ekstern 

lebih memfokus ipada iaspek iluar idari isumber-sumber yang didapatkan. Kritik 
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iintern lebih imengarah ipada iaspek iyang iada idi dalam sumber yang didapat agar 

dapat dipercaya sebagai fakta sejarah. 

Tahapan yang ketiga adalah interpretasi, itahapan iini imerupakan iproses yang 

iharus idilakukan ioleh ipeneliti idalam menulis isejarah. iPada itahapan iini penulis 

melakukan ipenafsiran idari isumber iyang sudah iterkumpul isebelumnya. 

Interpretasi dibagi imenjadi idua imacam, iyaitu ianalisis dan isintesis. Pada tahapan 

iini penulis melakukan analisis terhadap sumber-sumber yang lolos ipada itahap 

kedua dengan cara melakukan imencari ihubungan antar isemua fakta-fakta iyang 

telah idicari dan ditemukan yang berdasarkan hubungan dengan kronoogis, sebab 

akibat dan pokok permasalahan.  

Tahapan iterakhir iyang idilakukan untuk ipenelitian iyaitu ihistoriografi iatau 

penulisan isejarah. iTahapan iini iyaitu melakukan isebuah irekontruksi iperistiwa 

masa lampau iatau imasa ilalu idalam bentuk itulisan sebuah cerita sejarah yang 

dituangkan isecara itertulis. iHistoriografi dalam penulisan isejarah imerupakan 

puncak dari kegiatan isebuah ipenelitian sehingga dapat dikatakan ibahwa ilangkah 

dari historiografi imerupakan iyang terberat dari semua langkah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sejarah Kota Probolinggo Sebelum Tahun 1918 

pada isaat izaman Majapahit yang idipimpin oleh iPrabu iRadjasanagara iatau 

isering terkenal idengan sebutan Hayam Wuruk, Probolinggo lebih dikenal dengan 

sebutan Banger. Banger merupakan nama isebuah sungai iyang imengaliri 

iProbolinggo. Pada tahun 1359 M Raja Hayam Wuruk pernah melakukan iperjalanan 

ke Banger dalam upaya iagar bisa mendekatkan idiri idengan rakyatnya, Prabu 

iHayam iwuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah iseperti Lumajang, 

Probolinggo dan Bondowoso. Perjalanan itu dilakukan iagar isang iPrabu dapat 

melihat bagaimana kehidupan masyarakat di desa-desa idaerah itersebut. dalam 

iperjalanan itersebut Prabu Hayam Wuruk singgah di desa iBanger, iBaremi dan 
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Borang. Desa tesebut isaat ini menjadi wilayah bagian administrasi Kota Probolinggo 

(Sapto, 2012). 

Pada itanggal i4 sepetember itahun 1359 Masehi Prabu iHayam iwuruk tersebut 

singgah di desa iBanger, Baremi dan Borang. Masyarakat desa tersebut menyambut 

idengan ibaik. iSaat iitu iPrabu Hayam Wuruk perintahkan kepada masyarakat 

Banger agar mempeluas wilayah Banger idengan membuka hutan yang iada di 

sekitarnya. Kemudian isetelah wilayah itu diperluas akan dijadikan sebagai ipusat 

pemerintahan. Sejalan perkembangannya, wilayah Banger mengalami perubahan-

perubahan seiring dengan ipeluasan wilayah yang dilakukan oleh iHayam iWuruk. 

Banger iawalnya pedukuhan kecil di muara kali, kemudian berkembangimenjadi 

isebuah iPakuwon yang idipimpin oleh Akuwu dibawah kekuasaan iKerajaan 

iMajapahit (Graaf, 1986). 

Pada abad kei14 sampai abad ke16 Probolinggobdikuasai oleh Kerajaan 

Mataram setelah Sultan Agung melancarkan ekspansi terhadap iwilayah iBlambangan 

pada tahun 1635. Sultan Agung dari Mataram melalui serangan militer dan tahun 

1639 berhasil menaklukan seluruh ujung timur Jawa Timur, termasuk Probolinggo. 

Pada imasa Kerajaan Mataram struktur pemerintahan ipada idasarnya itidak berbeda 

dengan masa Kerajaan Majapahit. Struktur pemerintahan itersebut iyaitu iRaja 

isebagai penguasa. tertinggi berada di pusat Kerajaan, kemudian idi bawahnya 

iterdapat bupati wedana iyang merupakan ipengawas dan koordinator ipara ibupati, 

ibupati atau adipati ipengusa kabupaten, demang pemimpin kademangan, ipetinggi 

sebagai kepala idesa idan pedukuhan iyang dipimpin kepala dukuh. 

Pada imasa iPemerintahan iVOC tahun i1743, isetelah ikompeni idapat 

meredakan Mataram, idalam iperjanjian yang idipaksakan ioleh iJenderal Van Imhoff 

kepada Sunan iPakubuwono iII, seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk 

Banger) idiserahkan ikepada VOC atau menjadi iwilayah kekuasaan VOC ipada 

tahun i1743. Perjanjian tersebut terlaksana akibat idari pemberontakan iyang 

dilakukan oleh sekolompok warga Cina yang melibatkan Mataram iIslam ipada tahun 

1740-1743. Dalam ipemberontakan tersebut dipimpin oleh iPatih iNatakusuma yang 
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bekerja sama dengan etnis Cina (Sartono, 1987). Kelompok yang anti Belanda 

menggunakan kesempatan ini dengan icara imemerangi VOC dan ingin 

membebaskan diri dari ipengaruh iBelanda (Muhiddin, 2021). 

Setelah iVOC iberhasil imenguasai wilayah iProbolinggo, iwilayah itersebut 

menjadi idaerah iyurisdiksi ikompeni iatau VOC, ibupati-bupatinya imenjadi ibagian 

dari ibupati iVOC. iPada itahun i1746 VOC mengangkat iKyai iDjojolalono sebagai 

Bupati iPertama idi iBanger idengan igelar Tumenggung. Pengangkatan tersebut 

dilakukan ikarena terdapat isatu itokoh lokal yang itidak imenerima ikejadian 

tersebut, yakni penguasa Tengger Panembahan Semeru. VOC imempunyai niatan 

agar Kyai Djoyolalono ibisa meredam ipemberontakan yang idilakukan rakyat kepada 

iVOC idan berhasil membunuh iPenembahan iSemeru. Setelah menyadari atas 

ikelakuan iyang dilakukan yaitu iterpengaruh ioleh ipolitik adu domba VOC, 

akhirnya Kyai Djojolalono menyesali tindakannya dan ikut menentang atau melawan 

kepadaiVOC. iSebagai sikap permusuhan tersebut, akhirnya Kyai Djojolalono 

dipaksa mundur idari iBupati Banger ipada itahun i1768.  

Pada tahun 1768 iterjadi kekosongan kekuasaan di wilayahiBanger. Untuk 

mengisi kekosongan tersebut, akhirnya VOCimengangkat Raden Tumenggung 

Djojonagoro. iPada imasa ipemerintahannya, perubahan inama Banger iterjadi ipada 

tahun 1770. Nama Banger berubah menjadi Proolinggo. Probo imempunyai iarti 

yaitu sinar, sedangkan Linggo memiliki arti badan, itugu atau itanda iperingatan.  

Setelah VOC runtuh, pemerintah Kerajaan Belanda imengambil ialih seluruh 

wilayah ikekuasaannya, terutama pulau Jawa. Pada tahun 1808 seorang Marsekal 

kepercayaan dari Raja Belanda yaitu Loderwijk (Louis) Napoleon imengirim 

Marsekal Wilhem Herman Daendels ke Batavia untuk menjadi Gubernur Jenderal. 

Pada masa pemerintahannya, Daendels mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan 

dengan penguasaan atas tanah oleh bangsa lain di Hindia Belanda. Politik yang 

dijalankan berkaitan dengan penjualan tanah kepada pemilik modal besar terutama 

kepada orang Cina, Arab dan orang Belanda sendiri. 
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Daendels menjual Probolinggo kepada iMayor iCina iyang ibernama Han Kit 

Ko sebesar 600.000 spaanschen matten kemudian diganti dengan uang perakisebesar 

2.5 ijuta Gulden. Pembayaran diangsur 20 kali isetiap ipembayaran sebesar 125.000 

Gulden. Akibat pembelian tanah Probolinggo tersebut, pada tahun 1811 Han Kit Ko 

secara resmi memiliki Probolinggo yang ditandai dengan upacara. Han iKit iKo 

memperoleh igelar iMayor Cina dan ituan tanah Probolinggo. penduduk Probolinggo 

menyebut Han Kit Ko dengan sebutan Tumenggung atau Cina Tumenggung 

(Winarni, 2011). 

Tekanan iyang idilakukan oleh iHan Ti ko berakibat pada meletusnya 

pemberontakan iyang idikenal dengan geger Winosari iyang idipimpin ioleh iKi 

Demang Wirosari ipada i13 imei i1813. Tujuan utama mereka adalah untuk 

menyingkirkan tuan tanah Cina. Peristiwa pemberontakan iini berakibat iterbunuhnya 

Bupati iHan iTi iKo beserta pasukan Inggris yang imenjadi pengawalnya, 

(Lekkerkerker, 1931). 

Setelah pemberontakan iitu iterjadi, selama ilima itahun iProbolinggo itidak ada 

penguasa dari ibumiputera. iBaru ipada tahun i1818 idiangkat ipenguasa atau 

pemimpin baru (bupati) Probolinggo yaitu Raden Tumenggung Aryo Notoadiningrat. 

Dia memimpin Probolinggo selama 3 tahun. Pada tahun 1821 bupati Aryo 

Notoadiningrat dipindah ke iLasem. Pada tahun 1823 Raden Tumenggung Panji 

Notonegoro diangkat sebagai ibupati iuntuk menggantikan iAryo Notoadiningrat, 

(Lekkerkerker, 1931). 

Kondisi Geografis 

Kota Probolinggo merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi 

JawaTimur. Secara geografis letak dari Kota Probolinggo berada daratan rendah di 

tepi selat Madura dengan koordinat 7°43´41˝sampai 7°49´04˝ lintang selatan dan 

113°10´ sampai 113° 15´ bujur timur. Wilayah kota Probolinggo memiliki batas 

wilayah yang terdiri atas: sebelah utara adalah selat Madura, di sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo, di sebelah 

selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan 
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Bantaran dan Kecamatan Sumberasih, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo (BPS, 2012). 

Wilayah Kota Probolinggo yang berada di pesisir Pulau Jawa serta memiliki 

iklim yang panas membuat Kota Probolinggo memiliki intensitas hujan yang rendah 

serta mempunyai tanah yang subur. Tanah yang subur menjadi keberkahan sendiri 

bagi masyarakat Probolinggo. Kota Probolinggo sangat cocok sekali jika ditanami 

buah buahan seperti manga dan anggur, hampir setiap rumah penduduk mempunyai 

pohon manga serta di beberapa kecamatan terdapat perkebunan. Namun seiring waktu 

berjalan sering terjadi alih fungsi lahan perkebunan menjadi perumahan, sehingga 

perkebunan semakin berkurang namun mangga tetap menjadi sebuah komoditas 

utama bagi penduduk Kota Probolinggo. 

Kondisi Demografi 

Demografi imempunyai iarti itulisan-tulisan atau ikarangan-karangan tentang 

penduduk di isuatu inegara. iDemografi imempelajari tentang istruktur dan proses 

penduduk idi suatu iwilayah iatau idaerah. iStruktur idari penduduk meliputi tentang 

jumlah, penyebaran idan ikomposisi idari ipenduduk itu isendiri. Struktur dari 

penduduk iselalu berubah-ubah, perubahan itersebut disebabkan ioleh iproses 

demografi iyaitu kelahiran, ikematian idan imigrasi idari penduduk. Struktur 

kependudukan merupakan isebuah iaspek iyang istatis yaitu gambaran ipenduduk dari 

ihasil sensus penduduk (Ida, 1985). 

Tabel 1. Data Penduduk iKota Probolinggo 

Sumber: Regeerings Almanak voor Netherland-Indies Grondgebied, Bevolking En 

Inrichting Van Het Bestuur Van Nederlandch Indie 1918 dan Departemen 

Van ekonomi Sche Zaken, 1934 

Tahun 
Etnis 

Jumlah 
Eropa Cina Arab Pribumi 

1896 512 2.234 287 7.120 10.153 

1905 588 2.592 351 11.028 14.559 

1920 784 2.919 304 222.307 226.314 

1930 1.109 4.099 518 262.115 267.841 
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Latar Belakang Penetapan Gemeente Probolinggo 

Persoalan ipergantian ibentuk ipemerintahan di wilayah Hindia Belanda sudah 

disuarakan di iparlemen iBelanda. iPada tahun i1880, terjadi sebuah perdebatan 

mengenai perlunya dilakukan iperubahan pada daerah-daerah jajahan Belanda, 

perubahan tersebut berhubungan dengan struktur ketatanegaraan di Hindia iBelanda 

supaya tidak bergantung lagi ipada Gubernur Jenderal. Usulan mengenai ikebijakan 

idesentralisasi idi daerah-daerah ijajahan juga disuarakan ioleh anggota iparlemen 

ilain iseperti W.K Baron Van iDadem pada tahun i1881, sedangkan J.Th Cramer dan 

S. Van Houten menyuarakan kebijakan desentralisasiipada tahun 1887, 

(Wignjosoebroto, 2014). 

Perubahan dari isistem pemerintahan di idaerah iHindia iBelanda untuk menjadi 

daerah iotonomi iberasal idari pemerintah Hindia iBelanda. iPermintaan perubahan 

sistem pemerintahan dikarenakan isemakin banyaknya iurusan yang bersifat ilokal 

dan sederhana iyang tidak ibisa iditangani ioleh pemerintah pusat. Maka idari iitu, 

sangat diperlukan perubahan ipada istruktur pemerintahan Hindia 

Pada pertengahan abad 19 terjadi perkembangan ibaru idalam ipelaksanaan 

politik ikolonial idi iHindia iBelanda iyaitu muncul isebuah igerakan ihumanis iyang 

dipelopori ioleh Van Deventer. Gerakan tersebut imenuntut perubahan bentuk 

hubungan iantara Belanda dan Hindia Belanda, (Sudirman, 2014: 273). Van Deventer 

melakukan ikritik terhadap pemerintahan iBelanda yang itertuang dalam sebuat 

tulisan yang berjudul “Een Eereschuld” yang berarti hutang kehormatan pada tahun 

i1899 idan idimuat idalam majalah iDe iGids ipada tahun 1901. Van Deventer 

mengecam ibahwa ipolitik keuangan idari iBelanda tidak dipisahkan antara uang 

negara iinduk idan inegara jajahan (Ricklefs, 2002). 

Van Deventer imengeluarkan sebuah gagasan itentang iproses untuk 

memajukan negara jajahan Belanda, gagasan tersebut ada tiga ipoin iyaitu irigasi, 

imigrasi dan edukasi. Tiga ipoin igagasan itersebut disebut dengan TriasiPolitika. 

Gagasan politik etis yang dikemukakan oleh Van Deventer membuat pemerintah 

Belanda menanggapi gagasan tersebut. Menanggapi segala hal yang mendesak 
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diadakannya desentralisasi di Hindia Belanda kemudian dibuatlah rancangan undang-

undang desentralisasi (Hestiliani, 2011) 

Dalam rangka melaksanakan Decentralisatie wet i1903 pemerintah Belanda 

mengeluarkan iundang-undang Decentralisatie iBesluit i1905 (Staatsblad 1905 iNo. 

i137) idan ilocal iRaden Ordonnatie i(Staatsblad i1905 iNo. i181). Dalam peraturan 

itersebut idaerah iyang diberi ikeuangan isendiri idisebut iLocaal Ressort dan 

idewannya idisebut iLocale Raad iyang idibedakan idalam iGewestelijke Raad 

(dewan ikeresidenan). 

Pemerintah Kolonial Belanda membentuk idaerah-daerah desentralisasi iyaitu 

gemeente (semacam ikota) di seluruh wilayah iHindia iBelanda, sebagai idaerah yang 

menyelenggarakan pemerintah ilokal yang idipimpin ioleh seorang Burgemeester 

atau iwalikota. Pemberian igemeente ikepada ibeberapa daerah di Hindia Belanda ini 

tidak ilepas dari ikebijakan ipolitik ietis ipemerintah Belanda (Wignjosoebroto, 

2004). 

Probolinggo mendapat status gemeente pada tanggal i1 juli 1918 (berdasarkan 

iStaatsblad i322-1918) ikarena ditinjau idari iletaknya iyang begitu strategis yaitu 

idikelilingi oleh pabrik-pabrik igula, perkebunan itembakau, kopi dan pelabuhan 

yangisehingga menampung dan mengirim hasil-hasil dari perusahaan tersebut. Sejak 

saat iitu kota Probolinggo resmi memiliki otonomi iyang iterbatas, artinya ikekuasaan 

pemerintah daerah ibelum sepenuhnya berkuasa.iGemeente belum ibisa imembuat 

suatu iperangkat ihukum untuk mengatur kota. Gemeente mempunyai ihak iuntuk 

mengumpulkan ipajak dari penduduk ikota yang imana hasilnya akan digunakan 

untuk membangun sarana dan prasarana kota. Pemerintahigemeenteijugaimemiliki 

sebuah kewajiban untuk imengelola ikota. 

Proses iMenjadi iGemeente iProbolinggo 

Daerah-daerah Hindia Belanda yang dijadikan gemeente oleh Pemerintah 

Belanda itidak isatu ipun iyang imengalami perubahan isecara ilangsung, isemua pasti 

mengalami sebuah iproses iapalagi ikota kecil iseperti Probolinggo. Probolinggo yang 

awalnya ihanya isebuah ikota ikecil yang berada idi Jawa Timur harus melewati 
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beberapa tahun agar ibisa menjadi gemeente. Setelah isyarat-syarat gemeente dimiliki 

oleh Probolinggo seperti keuangan, penduduk iyang bertempat idan keadaan wilayah 

setempat (Supangkat, 2007). 

Dalam Staatsblad van Nederland-Indie no 322 tahun 1918 mengenai kebijakan 

dari pemerintah Belanda bahwa ditetapkan untuk bagian dari wilayah Pasuruan 

supaya membentuk ibukota Probolinggo. Wilayah ini disebut kota Probolinggo. 

Untuk itu kota Probolinggo dipisahkan dari dari kas kolonial sejumlah 28.123 gulden, 

kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 1 juli 1918, (Staatsblad No 322 Pasal 6 

Tahun 1918). 

Perkembangan Sarana Prasarana Gemeente iProbolinggo 

Bentuk dan istruktur ikota Probolinggo sejak jaman dulu sudah dianggap 

istimewa, karena jalan iyang ada di daerah iProbolinggo lebar-lebar idan isaling 

memotong isecara tegak lurus. Sampai akhir ikekuasaan Belanda tahun 1942, 

Probolinggo mengalami iperluasan idalam dua itahapan. Tahap iyang ipertama yaitu 

perluasaan bagian ikota isebelah itimur idan barat idari Heernstaat i(sekarang 

menjadi Jl. iSuroyo) yang imerupakan isumbu utama kota. Perluasan itersebut 

dilakukan ikarena pada tahun 1850 Probolinggo menjadi keresidenan (Handinoto, 

1997). 

A. Pasar  

Pada izaman ipemerintahan Hindia Belanda, pasar tradisional di Probolinggo 

mengalami perbaikan idengan tujuan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan 

transaksi jualibeli. Keberadaan pasar tradisional mempunyai peran begitu penting 

sebagai penghasilan bagi penduduk kota Probolinggo. Masyarakat Probolinggo pada 

zaman Hindia Belanda paling dominan berprofesi sebagai pekebun dan petani. Hal 

tersebut yang menjadikan pasar tradisional mempunyai peran yang besar bagi 

masyarakat Probolinggo. Bahkan ketika Probolinggo dijadikan gemeente, pemerintah 

Hindia Belanda mempunyai kebebasan dalam mengatur keuangan, sehingga adanya 

potensi tersebut sarana dan prasarana di Probolinggo ditingkatkan.  
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B. iPekembangan iTransportasi  

Munculnya sebuah ipotensi iyang imengenai kebutuhan itransportasi untuk 

masyarakat Probolinggo, membuat salah satu pengusaha pribumi asal Probolinggo 

mengembangkan usaha transportasi. Pada tahun 1933 Perusahaan transportasi di 

Probolinggo tersebut dikembangkan ioleh iAli iKarman. Usaha awalnya iyang 

idilakukan oleh Ali Karman yaitu sebagai ibengkel iuntuk imelayani perbaikan 

imesin motor. Setelah mempunyai modal, akhirnya Ali Karman membeli mobil bekas 

sebagai awal untuk membuka layanan mobil ipengangkut barang idan imanusia. 

Keberadaan mobil tersebut sangat membantu penduduk karena dengan adanya 

kendaraan tersebut perjalanan imereka lebih cepat. iKemudian Ali iKarman membeli 

truk. itruk iini tidak hanya digunakan untuk keperluan ipribadi, tetapi ijuga untuk 

disewakan. Truk itersebut beroperasi iuntuk mengangkut ihasil ibumi, hasil 

iperkebunan dan kebutuhan pokok sehari-hari (Firmandani, 2021). 

Pada itahun 1936 iusaha ipelayanan angkutan idikembangkan ilagi idengan 

membeli sebuah ibus ikecil. iBus iini kemudian imenjadi iawal irute perjalanan antara 

iProbolinggo ke Bremi. Pemilihan rute itersebut ikarena idaerah tersebut belum 

didukung isarana itransportasi ikereta idan juga intensitas pengankutan hasil dari 

perkebunan idari iBremi ike iProbolinggo terbilang icukup tinggi. iPada 

pengoperasian pertama ikali, ibus iini ihanya mampu mengangkut 16-18 orang. 

Meskipun demikian, mayoritas penumpang dari bus masih didominasi oleh penduduk 

Eropa dan sedikit dari penduduk pribumi yang menggunakan transportasi bus 

(Firmandani, 2021). 

Perkembangan Pendidikan Probolinggo 

Probolinggo merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Timur 

yang mendapatkan perhatian dari pemerintah Hindia-Belanda dengan dibangunnya 

fasilitas pendidikan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Probolinggo pada 

waktu itu. Alasan utama dibangunnya fasilitas pendidikan yaitu untuk memenuhi 

kepentingan administrasi pemerintahan gemeente Probolinggo.  
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Pada abad 19 pendidikan yang disediakan di gemeente Probolinggo hanya 

sekolah raja (Hoofdenschool) dan juga sekolah guru (Kweekschool), hal tersebut tidak 

membuat gemeente Probolinggo mendirikan setiap jenis sekolah untuk memenuhi 

pendidikan bagi penduduk Probolinggo. Selama menjadi status gemeente, 

Probolinggo tercatat hanya menyediakan fasilitas sekolah tingkat dasar dan lanjut. 

Pada tahun 1929-1930 di Probolinggo terdapat 7 sekolahan yaitu Eurospeesche 

Lagere School (ELS), Hollandsche Inlandsche School (HIS), Hollandsche 

Chineesesche School (HCS), Schakelschool (sekolah rakyat), Volkschool (sekolah 

desa), Vervogschool (sekolah lanjutan), dan Voll. 2e kl. School (sekolah ongko loro) 

(Mayshurah: 2021). 

 

Tabel 2.  Data Murid Sekolah Dasar Berdasarkan Jenis Sekolah 

Sumber: Algemeenei Verslagi van heti Onderwijsi in Nederlandsi Indiei Over 

 het Schooljaari 1929/ 1930 

 

Perubahan iSosial iEkonomi 

Probolinggo menjadi kota yang dibentuk oleh Hindia-Belanda yang memiliki 

beragam etnis masyarakat dan statifikasi sosial yang meliputi Eropa, Cina, Timur 

Asing dan pribumi. diantara etnis tersebut Eropa merupakan etnis kelas tertinggi. 

Adanya keberagaman tersebut menimbulkan kontak sosial dalam kehidupan 

masyarakat. Masyarakat pribumi Probolinggo yang mendominasi tidak hanya dari 

suku jawa, tetapi juga dari suku Madura. Secara geo-kultural masyarakat Probolinggo 

Jenis Sekolah 
Jumlah Murid  

Laki-laki 

Jumlah Murid 

 Perempuan 

Volkschool 7050 546 

Vervolgschool 285 57 

Voll. 2e kl. School 4067 317 

ELS 262 238 

HCS 161 83 

HIS 488 240 

Schakelschool  69 1 

Total 12.382 1.482 

Total semua 13.864 
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pada dasarnya merupakan masyarakat yang beragam. Sebagian besar daerah di 

Probolinggo didominasi oleh suku Jawa dan Madura, dan ada juga suku lainnya 

seperti etnis Cina dan Arab.iDengan adanya keberagaman penduduk di Probolinggo 

tersebut menimbulkan kontak sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagai 

penyandang golongan yang irendah, maka tingkat interaksi antara ikaum Jawa dan 

ikaum Madura memiliki ipeluang iyang ibesar. akibat adanya hubungan yang cukup 

iintern menyebabkan iterjadinya iperpaduan budaya terutama bahasa yang digunakan 

(Muhiddin, 2021). 

Faktor iyang imenyebabkan iorang-orang Madura melakukan imigrasi ke 

daerah ujung Jawa Timur termasuk Probolinggo karena, kemiskinan yang dialami 

oleh penduduk Madura. kemiskinan itersebut akibat idari ikeadaan alam yang tidak 

baik (Hartono, 2010). Selain ikarena letak geografis iyang stategis iserta ikondisi 

itanah yang isubur iyang imenjadi idaya tarik bagi penduduk Madura iuntuk idatang. 

Faktor lain perpindahan ipenduduk Madura ijuga disebabkan karena idibukanya 

iperkebunan di Probolinggo.  

Perkembangan perekonomian di daerahiProbolinggo juga disebabkan oleh 

semakin ibanyaknya iproduksi igula. Banyak dari ipihak iswasta iyang imenyewa 

tanah untuk iditanami itebu. Ketika itebu telah dikatakan isiap ipanen, imaka petani 

mengangkutnya ike ipabrik. Tebu iyang itiba di ipabrik iakan idiproses ioleh kuli 

pabrik untuk idijadikan igula. iPara ipetani iakan diberikan iupah iketika itebu 

tersebut isudah menjadi igula (Muhiddin, 2021). 

 

KESIMPULAN 

Probolinggo imerupakan isalah isatu ikota yang ipemerintahnya iberbentuk 

gemeente. Probolinggo mendapat status gemeente pada tanggal 1 juli 1918 

(berdasarkan Staatsblad 322-1918) karena ditinjau idari letaknya yang begitu 

strategis yaitu dikelilingi oleh pabrik-pabrik gula, perkebunan itembakau, kopi dan 

pelabuhan yang icukup ibesar sehingga imenampung dan imengirim hasil-hasil dari 
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perusahaan tersebut. Penetapan sebagai daerah gemeente oleh Belanda berdampak 

besar bagi perkembangan wilayah kota Probolinggo. perkembangan kota iyang 

semakin tertata dengan ibaik dapat idilihat dari isisi ikehidupan, yaitu perekonomian 

Probolinggo yang mulai membaik, dibangunnya sarana-sarana infrastruktur. Sarana 

prasarana yang dibangun di Probolinggo dikarenakan kebutuhan yang harus 

diwujudkan oleh pemerintah Probolinggo. Pada itahun i1933 Perusahaan transportasi 

tersebut dikembangkan ioleh iAli Karman yaitu transportasi mobil. Pada tahun 1936 

iusaha transportasiidikembangkan lagi idengan membeli sebuah bus kecil. 

Perkembangan transportasi bus di Probolinggo juga mendapat dukungan dari 

pemerintah Probolinggo. 

Selain transportasi, pemerintah Hindia-Belanda juga membangun fasilitas 

dibidang pendidikan. Pada tahun 1929-1930 di Probolinggo terdapat 7 sekolahan 

yaitu Eurospeesche Lagere School (ELS), Hollandsche Inlandsche School (HIS), 

Hollandsche Chineesesche School (HCS), Schakelschool (sekolah rakyat), 

Volkschool (sekolah desa), Vervogschool (sekolah lanjutan), dan Voll. 2e kl. School 

(sekolah ongko loro).  

Pembangunan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah Probolinggo juga 

berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat. masyarakat Probolinggo pada 

dasarnya merupakan masyarakat yang beragam. Sebagian besar wilayah di 

Probolinggo didominasi oleh suku Jawa dan Madura, dan juga suku lainnya seperti 

etnis Cina dan Arab. 

Perkembangan perekonomian di daerah Probolinggo juga disebabkan oleh 

semakin ibanyaknya iproduksi igula. Banyak dari ipihak iswasta iyang imenyewa 

tanah untuk ditanami itebu. Ketika itebu telah dikatakan siap panen, maka petani 

mengangkutnya ke pabrik. Tebu iyang itiba di ipabrik iakan idiproses ioleh kuli 

pabrik untuk dijadikan igula. 
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